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PELAKSANAAN POLIGAMI DAN AKIBAT IIUKTM TERHADAP
ISTERI DAN ANAK DI KOTA SAWAHLUNTO

ABSTRAK
Winda Movita, 01 140232, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55 Halaman, 2004

Paligami adalah persawinan dan sesecorsng laki-laki yang mempunyas
steri lebih dart sotu crang dalam wakiu yang bersamadn. yang dalam bahasa
Indonesia disebut dengan  permaduan, [ Pengadilen Agama  Sawahlunto
ditemukan beberapa kasus poligami. Poligami boleh dilakukan dengan mendapat
fzin dari Penpadilan, dimoang kKetenuannya  diatwr dalam Undang-Undong
Perkawinan Ma.l tahun 1974, Karena ditemukannya heherapa kasus poligami di
Pepgadilan Agama Sawahluno inilsh yang membuat penulis mengangkat topik
paligami dengan tujuan untuk lebib mengetohui dengan jelas mengenad poligami.

Permasalahan  wvang  dihahes  adalah bagrimana  proses  pelaksanaan
polizgami di Pengadilon Agama Sawahlunto dan apa akibat hekum terhadap isteri-
iatert dan onakl dari pelaksanaan poligami.

Penelitian ini mengpunakan pendekatan vuridis sosiologis (Socie Legal
feserch). Ini berartt pendekatan masgloh melalel penelitian hukum dengan
melihat morma hukum yang berlaku, yang dihebungkan dengan prakieknva atog
fukta i lapangan terbadap  permasalahan vang ditemul dalam  penelitian,
Pengumpulan data dilzkukan melslui penelitian lapangan untuk memperaleh data
primer dan penslitian pustaka untuk memperoleh date sekunder. Teknik penarikan
sampel vang digunakan adalah NMor Prebahilin: Sempling vaitu penertken sampel
pada populast tidak memberikan kescmpatan vang sama pada setiap anggota
populasi untuk dipilih sebagui sampel, selanjutnya data vang diperoleh tersebut
dianalizg dengan mengeundkan analisa kualitmif vang bersitat uraian bukan
nerupn angka,

Berdasarkan penclitian vang  dilakukan di lokast penelition, hasilnya
menunjukkan bahwa alasan scorang suami melakukan poligami dikarenakan isteri
tidak dapat mesjolznkan kewajibannva sebapai isienn dan isteri mendepat cacat
bacan ataw penyakit vang tidak dapat disembubkan. Proses pelaksanzan poligami
di Pengaudilan Agama Sawahlunto disesuaikan denpan ketentuan Undang-Lindang
ol tahuen 19740 Adapun dart hasil penefitian tersebut, emyata perkora-perkara
poligemi  yang  lelah diproses  diperiksa dan diputus aleh Maiclis Hakim
Pengadilan Agama Sawahlunto, telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang
wvang berloky di Indenesia termasuk hukum Islam, kerena prosedurnya telah
memakai petunjuk pola bindslmin dan dalam proses persidangan juga telah
mengacy Kepada ketentuan hukur acara vang berfaku UL No. 3 tahun 2003 don
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BAB I

PENDAHULLUAN

A LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk sosial  bermasyvarakat tidak  dapat  hidup
menvendiri, Tanpa berhubungan dan herpaol satg samo lain. Manusia juga 1dok
dapar hidup sendiri tanpa mendapat bantuen dari manusia rinnyn, beik sejenis
maupian berlainan jenis.

Menurut Pasal | Undang-undong Perkawinan Mol Tahun (974
menvebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan kahir bathin antara seorang pria
dan seorang wanita sebapai suami isterl dengan tjuan membentuk kelusrgn
{rumah tangpea) vang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa®.

Wolaupun pada muolanva pam pihek dalom suaie perkowinen sepakol
uniuk membentuyk rumih tngga dan melanjuitkan Keturonan serta ingin hidop
bersama sampai gkhir havat tanpe ada salah saou dignara mereka yang menyakiri
atwe: mengkhianat (berpaling puds arang lain), Namun dalam kenyataanya ketika
mengarungi bahtera rumab tangea o, akan muncul kerikil-kerikil yang dapat
mengaangon  kKeharmonisan  dalam sebush rumah tengea. Sepeni  adanva
keingiman dari suami umok beristers legi. Berpolipami. dimana poligami tidak
memutuskan ikatan lahir hathin anmare seoreng suami dengan istel peramanyi
witlaupun sudah ade katan lahir bathin dengen 1steri keduanya.

Salah satu prinsip dalam Hokum Perkawinan Nasional vang seirama dan
berpedoman Repoda ajaran agama membolehkan lerfjadinya poligami (berister
lebih dar sat) winuk menghindacl wehadi suatm perzinazn, Pasal 3 avat (2)

Undang-undang Perkawinan Ne D Tahun 1974 mengadakan bahwa Pengadilen



dapat memberi fzin kepada secrang suami untuk beristeri lebih dan secrang
apabily dikehendaki aleh fihak-fikak yang bersangkutan,

Swarat utama vang harus dipenuhi oleh susmi untuk depat berpoligarm
adalah depet berlaku adil terhadsp isteri-isteri den anak-anaknya, serta dapat
mremenuhi kebutuhan sehari-hari dart steri-ister dan anak-anzknya,

Perkawinan poligami di kotz Sawzhluno pada khuesusnya tidak dilarang
pran haleh dilakukan asalkan perkawinan itu sesuai dengan ketentuan Undang-
undang vang berlake yaiw Undang-undang No.| Tahun 1974 dan pelaksanaannya
hurus menurut hukum dan kaidah Islam, seelab mendapan ijin dari Pengadilan
vary kemudizn perkara peligami ini diproses lebih lanjur di Pengadilan vinuk
mendapatkan ketentuan hukum yvang tepat.

Selain o poligami (beristeri lebih dari satu} selain membawa akibat
fuskum terhadap isteri seperti susmi tGdak berlaku adil, isteri cembury, juga
membawa akibat hohue bagi anak-anak seperti anak-anak lerabuikan atau korang
kusth savang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa terarik untuk menelits febih
fanjut 1entang “Pelaksanaan Poligemi dan Akibat Hukum Terhadap Isteri dan

Aoak di Koot sawahlunte”

B, PERUMUSAN MASALAH
l. Apa slasan yang menyebabkan terjadinyva poligami di Pengadilan Agams
Sawahlunti.
2, Bagaimanz proses  pelsksanaan poligami di Pengadilan Apama

Sawahlunte,
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BAB IV

PENUTUP

A, KESIMPLULAN

Prart wraton dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan

husil penclition vang penuliza lakukan maka penulis mencobs menpambil suatu

kesimpulan sebagai berikut:

T

Berdasarkan hasil penclitian vang dilakukan penulis bahwae, Pengadilan
Agama Spwahlunte memberikan izin kepada suami (pemobon) untuk
melakukan poligami dikarensken adanya alasan yang kuat dianterenya
karena istert tidak dapat menjalonkon kewajibunnyve. sebagan isteri dan
isteri mendapet cacet baden ztau penyakil vang tidak dapat disembuhkan,
Proses pelaksanaan poligami vang diangkat oleh penulis dalar skripsi in
pencrimaan perkaranya berpedoman kepada pola bindimin, sedangkan
pedoman beracara pada i Pengadilan Agama Sawahlunto berdassrkan
kepda peraturan perundeng—undangan vang berlake khususnya adalah
Undang-Undang Mo, 32006 perubahan aias Undang-Undang No, 71989
tentang FPengadilan Agama.

setelah Pengadilan Agama memberikan izin unuk berpolipami kepada
suami (pemechon) maka akan munewl akibat-akibal hukum baik terladap
tsteri maupun terhadap anak dianwranya mengenai kedudukan istri dan
tanpeung jawah suami terhadap istri, kedodukan anak dan langgung jawab

EATRTL B iCI]'Ii'Id:lp anak dan herta ke kavaan daleny rumak tangpa.
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